
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan;

BUPATI BALANGAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TENTANG

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 45 TAHUN 2015

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

BAB I
KETE TUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

MEl"1UTUSKAN :

Indonesia Nomor 4310 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemben tukan Peraturan Perundang- Undangan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

Menetapkan



(1) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Balangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan setiap bulan
terhitung mulai tanggal 1 Sentember 2015.

Pasa14

: Rp. 9.000.000,- (sembilanjuta rupiah).

: Rp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah).

: Rp. 7.,-00.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah).

a. Ketua DPRD
b. Wakil Ketua DPRD

c. Anggota DPRD

Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah:

Pasal3

Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasa12

BAB II
TUNJANGAN PERUMAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRDKabupaten

Balangan.
6. Anggota DPRDadalah Anggota DPRDKabupaten Balangan.

7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang sewa rumah
beserta perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang
belum disediakan rumah jabatan/rumah dinas.

8. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster
suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan
daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar
penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.

9. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan
untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota
DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada
prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.

10. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber
daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRDsesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

11. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Balangan.
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BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2015 NOMOR45

Ditetapkan di Paringin,
pada tanggal 2 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI BALANGAN~

~lH.M. HAWARI

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Pasa18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
(Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 5) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasa17

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Tunjangan Perumahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dikenakan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundangan
undangan yang berlaku yang dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRDyang menerima tunjangan tersebut.

Pasa16

Bagi Anggota DPRD yang baru dilantik karena Pengganti Antar Waktu
(PAW), Tunjangan Perumahan dibayarkan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpahjjanji.

Pasa15

(2) Tunjangan Perumahan, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
dibebankan pada APBDKabupaten Balangan.



BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2015 NOMOR44

H.RUSKARIADI

Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 1 0ktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT LANGAN,

H.M. HAWARI

Ditetapkan di Paringin,
pada tanggal 1 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI BALANGAN,

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Pasal7

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan PPh Pasal 21
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal6

Bagi Anggota DPRD yang baru dilantik karen a Pengganti Antar Waktu
(PAW),Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpahjjanji.

Pasal5


